KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAEBRAH TINGKAT I1 PEMALANG

NOMOR 04 TaHUN 1997

TENTANRG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PEMALANG

a.

1'

hahwa Peraturan Tata Tertib Deawan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daarah Tingkat I1
Pemalang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Nomor : 172.1/03/DPRD/1991 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sudah
Fi@ak sesvail dengan perkembangan keadaan dewasa
ini ;

bahwa sehubungan dengan maksud butir {a) di atas
dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Naegeri Nomor
61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan
Paraturan Tata Teartib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yvyang telah diubkah dengan Keputusan
Menteri Dalam Ne :ri Nomor 133 Tahun 1996, maka
perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tantang
Pembentukan Dasrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan rropinsi Jawa Tengah juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penatapan
Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 ;

Undang-undang Nomer 16 Tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusvawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 59, Tamhahan Lembaran HKegara
Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975
(Lembaran Negara Repubhlik Indonesia Tahun 1975
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3084 dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nemor 3282) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintal’=n di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 38, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Womor 3037) ;

4, Paraturanm ....... 2

fﬁx;

Perpustakaan Unik.




Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pem-rintah ©Nomor 36 Tahun 1985
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaki-
lan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nemer 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3302) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengganti
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
harhenti antar waktu ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Ta&ahun
1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Nomor 061/28839 tanggal 31 Desembar 1996
tentang 6 (enam)} Hari Kerja.

MEMUTUS KAN

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yvang dimaksud dengan :

a.
L.

C.

Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pemalang;

Pemerintah Daerah i1alah Pemerintah Rabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang ;

Kepala Daarah ialah Kepala Daerah Tingkat II
Pemalang ;

Bupati Xepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Pemalang ;

DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Pemaiang ;

g. Anggota ........ 3
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g. Anggota DPRD ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang ;

h. Ketua ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang ;

i. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Parwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

j. Sekretariat DPRD ialah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ; '

k. Sekretaris DPRD ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ia~=~-=% Tingkat II Pemalang ;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Pamalang yvang selanjutnya disebut APBD.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIRAN DPRD
Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban DPRD

Pasal 2

DPRD adalah Unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan
paerwakillan seluruh rakyat Daerah, bersama Kepala Daerah
menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, dibidang
Legislatif.

Pasal 3

(1) DPRD yang jumlah anggotanya sesuail dengan ketentuan Undang-
undang yang berlaku terdiri atas wakil-wakil dari Organisasi
Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ARRI.

(2) DPRD terdiri atas Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 4

DPRD menpunvyal tugas dan wewenang

a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD;

L. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Dasrah ;

C. Bersama-sama Kepala Daerah melaksankan Peraturan Perundang-
undangan vang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Pasal b

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4

DPRP bherkewajiban

a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 ;

b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, TAP-TAP MPR dan
mentaati segala Peraturan Psrundang-undangan yang berlaku
secara konsekwen ;

c¢. Mamperhatikan ..... 4
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c. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat F@wggmum
dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak-hak DPRD
Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
Pasal 4 DPRD mempunyai hak sebagai berikut
a. Hak Anggaran ;
b. Hak mengajukan pertanyaan hbagi masing masing Anggota ;
c¢. Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah ;
d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah ;
e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah ;
g. Hak Penyelidikan.

(2) Pelaksanaan hak-hak tersebhut sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 1ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas

tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara DPRD dan Kepala
Dasrah.

Pasal 7
Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6, DPRD
mempunyal Hak Protokoler dan Hak Keuangan, yang pelaksanaannya
diatur berdasarkan ketentuan vAang herlaku.
Paragraf 1
Hak Anggaran
Pasal 8
DPRD bersama-sama dengan I(epala Daerah menyusun APBD fermasuk
perubahan dan psrhitungannvya.
Paragraf 2

Hak mengajukan pertanyaan
bagi masing-masing Anggota

Pasal 9

(1} Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyan kepada Kepala
" Daerah. ;

.(2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ‘ini, disusun
singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanvya tentang
bentuk dan isi pertanyaan.

(4) Pimpinan DPRD g&etelah mendapat pertimbangan dari Panitia

Musyawarah ..... 5



(5)

(6)

(1)

(2)

(3}

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Musyawarah meneruskan p+ "“anyaan sebagaimana dimaksud ayat
{2) Pasal ini kepada Kepala .Daerah,.

Jawaban atas pertanyaan termaksud oleh Kepala Daerah
disampaikan secara tertulis.

Penanya dapat meminta supaya pertanyvyaan dijawab lisan. Apabi-
la Kepala Daerah memenuhi permintaan termaksud, maka penanya
dalam rapat vana ditentukan untuk membicarakan pertanyaan
termaksud *~ dapat mengemukakan lagli dengan singkat penjelasan
tentang pertanyan supaya Kepala Daerah dapat memberikan
keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 3
Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah
Pasal 10

Sekurang-kurangnvya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya
terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul Kkepada DPRD
untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang suatu
kebijaksanaan Kepala Daerah.

Usul sshagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1ini, disampaikan
kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, Jelas dan
ditanda tangani oleh para pengusul.

Usul sehagaimana dimaksi " ayat (2} Pasal ini, diberi nomor
pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usul meminta katerangan tersebut oleh Pimpinan DPRD
disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat per-
timbangan dari Panitia Musyawarah.

Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud avat (4} Pasal
ini, para penan=ul Aiberi kesempatan memberikan penjelasan
dengan lisan atas usul permintaan Keterangan tersebut. .

Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilaku-

kan dengan memberikan kasempatan kepada

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;

b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
Anggota DPLRD.

Keputusan atas usul permintaan katerangan kepada FRepala
Dasrah dapat disetujul atau ditolak dan ditegapkan dalam
Rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna yang lain.

Selama usul permintaan Keterangan DPRD helum memperoleh
keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau
menarik kembali. .

Apahila usul permintaan Kketerangan kepada KXepala Daerah
disetuiul sehagai parmintaan keterangan DPRD, maka
permintaan Xeterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala
Daerah dan Kepala Daerah memberikan keterangan.

(1) Dalam ...... 6
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(10)

(11}

(12)

(13)

(14)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

— h -—

Dalam pemberian keterangin Kepala Daerah sebagimana dimaksud
ayat (9) Pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan
kesempatan kepada pengusul maupun Anggota lainnya untuk
memberikan pandangan.

Atas pandangan para pengusul dan para Anggota lainnya,
Kepala Daerah membsrikan jawaban.

Atas usul sekur=ana~kurangnva lima orang Anggota yang tidak
hanya terdiri dara satu Fraksi, DPRD apat manvatakan

pendapatnya terhadap jawaban terseabut.

untuk keperluan sebagimana dimaksud ayat (12) Pasal ini,
dapat diajukan usul pertanyaan yang diselesaikan menurut
ketentuan dalam Pasal 9.

Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(11} Pasal ini, tidak diajukan suatu usul pertanyaan, maka
pembicaraan mengenai keterangan Kepala Dasrah seperti pada
avat (10) parpal ini dinvatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4
Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 11

Satiap Anggota dapat mengajukan usul peruhahan atas
Rancangan Peraturan Daer i.

Pokok—pogok_ usttl perubahan sebagimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini disampaikan dalam pandangan umum para Anggota pada
pembicaran tahap ITI.

Usul perubahan sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
disampaikan o©leh Anggota dalam pembicaran tahap TIII untuk
dibahas dan diambhil keputusan.

Paragraf &
Hak mengajukan pernvataan pendapat.
Pasal 12

Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD vang tidak hanya
terdiri dari satu Frakei dapat mengajukan usul pernyataan
pendapat.

Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Fasal
ini serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan
para pengusul serta Fraksinya. .

Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi Nomor
Pokok oleh Seakretariat DPRD.

Usul pernyataan pendapat tersehut oleh Fimpinan DPRD
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari Panitia rsfusvawarah.

(5) Dalam ..... 7
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{5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal inl, para pengusul diberi kesempatan memberikan
..penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyvataan pendapat

dilakukan dengan memberikan kesempatan kapada

a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;

b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat:

c. Para pengusul membherikan jawaban atas pandangan para
Anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau
menolak usul pernvataan pendapat DPRD.

- Paragraf 6
Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 13

Sekuyang—kurangnya lima orang Anggota yang tidak hanya
terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul
prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daserah.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini,
disampailkan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan
Peraturan Daerah disertal penjelasan secara tertulis.

Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi HNomor
Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari
Panitia Musyawarah.

Dalam Rapat Parinurna,. para prengusul diberi kesempatan
memherikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayvat (2)
Pasal ini

PemhicAaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan  dengan

membearikan kesempatan kepada

a. Anggota DPRD lainnvya memberikan pandangan.

b. Kepala Daervah memberikan pendapat.

¢. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan umum para
Anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima
atau menelak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa

‘DPED mengikuti Kketentuan vang berlaku dalam pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Selama usul prakarsa halum diputuskan menjadi prakarsa DPRD
para -pengusul baerhak mengajukan perubahan atau mencabutnya
kembhali.

Faragraf 7 ....... 8

i
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raragraf 7
Hak Penyelidikan
Pasal 14

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEANGGOTAAN DFRD
Pasal 15

(1) Anggota DPRD adalah mereka vang diresmikan keanggotaannya dan
telah diambil Sumpah/Janji berdasarkan peraturan perundangan-
dangan yang barlaku.

(2) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dilakukan dalam Rapat
Paripurna Istimewa DPRD.

(3) Anggota DPRD yang belum diamhil Sumpah/Janji sebagaimana :
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar
waktu diambil Sumpah/Janji oleh Ketua DPRD atau Pimpinan
lainnya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

{4) Bunyi Sumpah/Janji bagli .Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan ayat {3) Pasal ini sebagail bherikut

"Saya bersumpah {(meneranukan dengan sungguh-sungguh) bahwa
saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakll Retua) DPRD Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Pemalang langsung atau tidak langsung
dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanji-
kan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga
suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah {berjanji) bhahwa saya senantiasa akan
menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan
taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan
Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi HNasional, Undang
Undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-
peraturan vang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa
saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan
Rakvat Indonesia dan bahwa saya akan setia Kkepada HNusa,
Bangsa dan Negara Republik Indonsesia. .

Pasal 16

‘Masa keanggotan DPRD adalah lima tahun, mereka herhenti hersama-
gsama setelah masa keanggotaanrya bharakhir.



Pasal 17

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagal Anggota Karena:

(2)

(3)

(4)

(5)

a. Meninggal Dunia;

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan
DPRD ; .

¢. Bertempat tinggal &i luar wilayah Kabhupaten Daerah Tingkat
IT Pemalang ;

d. Tidak memenuhi lagi syarat-svarat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 avat (1)} Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5§
Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985; .

8. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD
dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;

f. Diganti menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 196%
sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5§
Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 40
Undang-undang Nomer 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor Z Tahun 1985,

Anggota DPRD yvang herhenti antar waktu sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, tempatnya diisi oleh

a. Calon dari Organisasi Peserta Pemilu bagi DPRD dari OPP
vyang bersangkutan ;

b. Calon dari Gelongan Karya ABRI bagi ABRRI.

Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi lagi syarsat
sebagaimana dimaksud Pa-al 2 avat (1) huruf c,d,a dan f
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sehagaimana telah diubah
dengan VUndang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang
Nomor 2 tahun 1985 sarta ayat (1} huruf e Pasal 1ini adalah
pemberhentian tidak dengan heormat.

Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD pengganti antar waktu
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Masa ﬁbanggotaan DPRD} pengganti antar waktu berakhir
hersama-sama dengan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16.

BABR 1V
FRAKSI-FRAKSI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD vyang terdiri atas
kekuatan sosial politik yang mencerminkan susunan golongan dalam

masyarakat,

Bagian ...... 10

(R
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Bagian Kedua

Susunan

Pasal 19

(1) Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri dari
a. Fraksi Persatuan-Pembangunan {FPE) ;
b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP) ;
¢. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) ;
d. Fraksl Angkatan Berszenjata Republik Indonesia (FABRT) ;

(2) Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan
kurai bagi Fraksi yang hersangkutan.

{(3) Setiap Anggota harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Pasal 20
(1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
(2) Pimpinan Fraksl melaporkan kepada Pimpinan DFRD mengenai
susunan Pimpinan dan Anggota-anggota Fraksi serta

perubahannya.

{3) Busunan sebagaimana dimaksud avat {2) Pasal ini diumumkan
dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 21

(1) Fraksi hertugas
a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyanigkut
urusan Fraksi masing-masing;
b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifi-
tas kerja para anggota.

{2) Dalam melakukan tugas, Fraksi-fraksi mendapatkan bantuan
sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD.
Pasal 22
Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimhangan kepada Pimpinan DPRD

mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang
tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

fﬁx;

Perpustakaan Unik.
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RAE V
ALAT KELENGKAPAN DFRD

Pasal 23

(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari
a. Pimpinan DPRD ;
h. Panitia Musyawarah ;
c. Panitia Anggaran ; .
d. Komisi-komisi ;
e. Panitia Khusus,

(2) Susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dalam Kapat
Paripurna atas usul TFraksi-fraksi dan diumumkan dalam
Lembaran Daerah,.

7 (B;ﬁDalam hal terjadinya vpenggantian Anggota Alat Xelengkapan
__/ DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2} Pasal ini ditetapkan olah
DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

{4) Alat-~alat Kelengkapan DPRD saebagaimana dimaksud ayat (1}
Pasal 1ini mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan
Pimpinan DPRD.

Bagian Partama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewaiiban
Pimpinan DPRD

Pasal 24

(1) Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Adan
merupakan satu Kesatuan yang bersifat kolektif dan tidak
merupakan wakil dari Fraksi vang ada dalam DFRD.

{2) Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD =erta
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 25

(1) Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan beberapa
orang Wakil Ketua, dan sebanyak-hanvaknya berjumlah 4 {empat) -
orang dqngan memperhatikan Keuangan Daerah.

(2) BSetiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD apabila
jumlah anggotanya mencapai 3 (tiga) orang serta memenuhi
persyaratan vang diparlukan.

{3) Dalam hal timhul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan

DPRD penyelesailannva dikensultasikan dengan Gubernur Kepala
Dasrah Tingkat T Jawa Teananh.

Pasal 26 ...... 12
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Pasal 26

Pimpinan DPRD mempunyai tugas

a.

b.

D

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

Mehyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian karja Xetua
dan Wakil Ketua serta mengumumkannva pada Rapat Paripurna ;

Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara

rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya ;
Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib

dilaksanakan dengan seksama, memberi 1ijin herbicara dan
menjaga agar pemhicara dapat menyampaikan pandangannya dengan
tidak tergangqu ;

Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
Melaksanakan keptitusan-keputusan rapat ;

Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang
hersangkutan ;

Memberitahukan hasil musvawarah yvang dianggap perlu kepada
Kepala Daerah ;

Mengadakan konsuitasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 27

Ketua dan Wakil Ketua memegang pimpinan sehari-hari dan
hertugas penuh di Gedung DPRD.

Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan DPRD.

Apabila‘Ketua berhalangan, maka tugas Kewajibannya dilakukan
oleh Wakil Ketua yvyang ditunjuk oleh Ketua.

Apabila Ketua dan Wakil K "ua herhalangan, meletakkan jabatan
atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dirimpin oleh Anggota
vang tertua usianva dibantu oleh Anggota yang termuda
usianva.

Ragian Kedua
Pimpinan Sementara Musyawatrah
Pasal 28
Selama Fimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah untuk
sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan

dibantu oleh anggota vang termuda usianva, vyang digebut
Pimpinan Ssmentara Musyawarah.

Dalam hal Anggeta vang tertua dan atau yang termuda usianyg
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini herhalangan, sebagal
penggantinya adalah Anggota vang tertua dan atau yang termuda
usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 29

Untuk dapat menjadi Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan
sebagal bhorikut

Perpustakaan Unik.
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Caleon Pimpinan diusulkan oleh Fraksi ;

Mempunyai kemampuan dan kuo'itas kepemimpinan ;

Mempunvai pengalaman dibidang pamerintahan dan atau
kemasyarakatan,

Fasal 30

‘ata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan
iehagal berikut

Pemilihan pada asasnva diusahakan sejauh mungkin dengan cara
musyawarah untuk mufakat ;

Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak mungkin lagi, maka
pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak ;
Pengambilan Kkeputusan berdasarkan suara tarbanvak dilakukan
dengan pemberian suara secara tertulis dalam sampul tertutup.
Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam
sfatu paket ;

Sistim pengajuan calon Pimpinan DRPRD yang maliputi ¢alon Ketua
dan Wakil Ketua dilakukan dalam satu paket.

Presas pamilihan Pimpinan DPRD dilakukan dalam Rapat
Paripurna DPRD,

Bagian Keempat

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janiji
Pimpinan DPRD

Pasal 31

1lantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menunjuk
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Fembantu Gubernur
Jawa Tengah.

Pagal 32
] Rebelum mamanglku jabatannya, PimpinAan DPRD diambil
sumpah/janii m@menurut agama/kepercavan masing-masing oleh

Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam
Rapat Paripurna Istimewa.

) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah sebagaimana tercantum dalam avat (4} Pasal 15
mengganti kata "Anggota' menjadi "Ketua/wakil Ketua'.

Pasal 33

‘alah  Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpah!janj?nya, maka
pinan Sementara Musyawarah menyerahkan jabatan Pimpinan kepada
pinan DPRD terpilih.

Ragian Kelima

Pengisian Lowengan Jahatan Pimpinan DFRD

=

Perpustakaan Unik.



Paral 34

Apahila terjadi lowongan pada jabatan ~Pimpinan DPRD, maka
secepatnya diadakan pengisian vang dipilih oleh dan dari Anggota
DPRD yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 kecuali huruvf 4 dan e.

Pasal 35

Pelantikan Pimpinan DPRD selagaimana dimaksud Pasal 34 dilakukan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

Pasal 36

Pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Fasal
34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32,

RBagian Keanam
Kadudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musvawarah
Pasal 37

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD vang berslfat
tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa Keanggotaan
DPRD. '

Pasal 38

{1} Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap Fraksi berdasar-
kan perimbangan jumlah anggotanva dan seorang wakil dari
setiap Komisi.

(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jahatannya adalah Ketua dan
Wakil-waltil Ketua Panitia Musyawarah merangkap Anggota.

{3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat
Paripurna.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannva dapat ditunjuk sebagai
Sekretaris bukan Anggota Panitia Musvawarah.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas

a. Memberi pertimbangan. atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang

" Penetapan Program Kerja DPRD dan prelaksanaannva haik atas
permintan Pimpinan DPRD maupun tidak. )

h. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara DPRD.

c. Memutuskan pilihan mengenai 1isi risalah apahila timbul
perbedaan pendapat.

d. Memberi saran pendapat Kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar
sagala pembicaraan atas dasmr musvawarah untuk mufakat.

e. Bermusyawarah ...... 15
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©. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan
dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap
perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran
Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD vyang bhersifat
tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa Kkeanggotaan
DPRD.

Pasal 41

{1) Panitia Anggaran terdiri dari wakil setiap Fraksi bardasarkan
perimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap
Komisi.

(2) Ketga dan.Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan
Wakil-wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.

{3) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh Rapat
Paripurna.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai
Sekretaris bukan Anggota Fanitia Anggaran.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyal tugas

a,. Memherikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam
mempersiapkan Rancangan Neta Keuangan, Rancangan APBD dan
perubahannva.

h. Memberikan saran atau peaendapat Kepada DPRD mengenai Nota
Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungan APBD
vyang telah disampaikan oleh Kepala Dasrah.

Bagian Kedelapan
Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi-komigi
Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD,

Pasal 44

(1) Setiap Anggota UPRD Kkecuali Pimpinan DFRD harus menjadi
Anggota salah satu Komisi.

{2) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi didasarkan atas
tercapainya efisiensi tugas DPRD.

)
¥ i
=
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/%asa keanggotaan HKomisi %an perpindahan Anggota ke Komisi

lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Fraksinya.

Jumlah Anggota Komisi sedapat-dapatnya sama hanvyak.

Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota
Komisi yang digantikannva. .

Setiap Angaota danat menghadiri Rapat Komisi tertutup vang

hukan Komisinva, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada
Ketua Rapat.

Pasal 45

Komisi-lkomisi mempunyai tugas

a .

\'_ix)

(1)

Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Keputusan DPRD vang masuk bidang tugas masing-masing
Komisi ;

Melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelavanan terhadap masyarakat yang
termasuk tugas Komisinya :

Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesalian masalah
vang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;

Mengadakan peninjauan dan kunjungan karja yang dianggap perlu
oleh Komisi yang hersangkutan atas persaetujuan Pimpinan DFRD ;
Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat dengar
pendapat dengan Perangkat Daerah, Lemhacga, Badan dan
Organisasi Kemasyarakatan ;

Mengajukan usul dan sarvan '.epada Pimpinan DPFRD yang tsermasuk
dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi masing-masing;
Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu
masalah yang menjadi hidang tugas Komisi masing-masing;
Memberikan laporan Xkepada Pimpinan DPRD tentang hasil
pekerjaan Komisi .

Pasal 46

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuwan Pimpinan vyang
hersifat keolektif

(2) Komisi dalam melaksanakan tusasnya dipimpim oleh masing-

masing Ketua dan Wakil Ketua Komisi yang dipilih dari dan
oleh Anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan

Keputusan DPRD.

(ﬁfjhhasa tugas Ketua dan Wakil Ketua Komisi ialah selama 1 {ratu)

tahun sidang.

Pasal 47

(1) Jumlah Kom151 DPRD terdiri dari

a. Komisi A bidang Pemerintahan;

h. komisi B bidang Perekonomian;

c¢. Komisi C hidang Keuangan;

d. Komisi D hidang Pembangunan;

e. Komisi E hidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) FPembidangan ...... 17

’ ﬁ-
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{(2) Pembiclelmgan masing—masing Komisi vaitu : Perpust-al;;’ﬁaﬂUnik‘
a. Komlsl' A, Dbidang Pemerintahan meliputi Pemerintahan,
Ketertiban, Kepandudukan, Penerangan/Pers, Hukum/
Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan,

Sos%a} Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan ;

b. Kom;51 B: hbidang Perekonomian meliputi Perdagangan,
Perindustrian, Pertanian, Parikanan, Peternakan,
Parkebunan, Kehutanan, Pengadaan  Pangan, Logistik,
Kopgrqsi dan Pariwisata ;

C. Komls% C, Dbhidang Keuangan meliputi Keuangan Daerah,
Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah,
?ergsghaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal ;

d. Rom%51 D, bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata
Kota, Pe;tamanan, Kebarsihan, Perhubungan, Pertambangan
danIEgergl, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup ;

o, Komisi E, hbidang Kesejahteraan Rakyat maliputi
Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan
Tekpologl, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayan,
Sosial, Kesehatan dan Keluarga Rerencana, Peranan Wanita
dan Transmigrasi.

Ragian Kesembilan
Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus
Pasal 48

(1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus setselah
mandengar Pertimbangan Panitia Musyvawarah.

(2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini
merupakan alat Kelengkapan DPRD vyang hersifat sementara.

Pasal 49

{1) Panitia Khusus lterd’ri dari sekurang-Kurangnya 3 {(tiga) orang
Anggota termasuk seoranyg Ketua vang ditentukan oleh Pimpinan

DPRD.

(2) Panitia KXhusus dapat menunjuk seorang Anggotanya sebagai
prelapor.

(3) Seketaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sabagai
Sekretaris bukan Anggota Panitia Khusus.

e il

"t

(1) Panitla Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu
tertentu vang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. .
{2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ber-

tanggungjawab Kkepada DPRD.

'(3) Rapat Paripurna dapat memperpanijang atau memperpandek jangka
waktu penugasan Panitia Khusus.

(4) Panitia ...... 18
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(4} Panitia EKhusus dibubarkan oleh DPFRD setelah jangka waktu
penuga.;annya berakhit a u Kkarena tugasnvya dinyatakan
selesal.
(5) Tindak 1lanjut hasil Rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam
Rapat Paripurna DPRD.
BAEB VI
PERSTDANGAN RAFAT DPRD
Bagian Tertama
Persidanaan
Pasal 51
{1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir
pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan dibagi 4 (empat)
masa persidangan.
(2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari Rapat-rapat,
Peninjauan dan Kunjungan Kerja termasuk studil handing.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

t=al H2

Jenis Rapat DPRD terdivi dari 1
a. Rapat Paripurna ;
b. Rapat Paripurna Istimewa ;
¢. Rapat Paripurna Kusus ;
d. Rapat Fraksi ;
&. Rapat Pimpinan DPRD ;
f. Rapat Paniti~- *tr-woecisnh
g. Rapat Komisi ;
h. Rapat Gabungan Komisi ;
i. Rapat Panitia Anggaran ;
3. Rapalt Panitia Khusus ;
k. Rapat Kerja ;
1. Rapat Dengar Psndapat.

Fasal 53

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dirimpin oleh
Ketua atau Wakil KXetua yvang merupakan forum tertinggi dalam
melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui
.Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan
menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 54
iRapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin

oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara
tertentu dengan tidak mengambil Kaputusan.

PasAal 55 ....... 19
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Prsal A5
Rapat Paripurna Xhusus adalah Rapat Anggota DPRD vang dipimpin
oleh Ketua atau Wakil XKetua DPRD untuk membahas hal-hal vyang
khusus.

Pasal 56
Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota Fraksi vang dipimpin oleh Ketua
atau Wakil Ketua Frais..

Pasal 57

Rapat Pimpinan adalah Rapat unsur Pimpinan vang dipimpin oleh
Ketua DPRD.

Pasal 58
Rapat Panitia Musyawarah adalahbh Rapat Anggota Panitia Musvawarah
vang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
Pasal 59
Rapat Komisi adalah Rapat Anggota Komisi yvang dipimpin oleh Xatua
atau Wakil Ketua Komisi.
P-=al &0

Rapat Gabungan Komisli adalah Rapat Komisi-komisi vang dipfﬁpim
oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. .

Pa=sal 061
Rapat Panitia Anggavan adalah Rapat Anggota Panitia Anggaran yang
dipimpin oleh Ketua al. .2wi) Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 62

Rapat Panitia Khusus adalall Rapat Anggota Panitia Khusus vyang
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Pasal €3

Rapat Kerja adalah Rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/
Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 64
\Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan

Komisi / Panitia L Hhusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi
Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga ...... 20
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Ragian Ketiga
Sifat Rapat
Pazal 65

Rapat-rapat DPRD vang pada dasarnva bersifat ferbuka untuk umum
kecuali atas permintaan Kepala Daerah atau permintaan sekurang-

kurangnya 1/5 jumlah Anggota atau apabila dipandang perlu oleh
Pimpinan DPRD untuk dinyatakan sebagal rapat tertutup.

Pasal 66

(1) Rapat Terbuka adalah Rapat Anggora DPRD yang dapat dihadiri
oleh umum.

(2) Rapat Tertutup adalah Rapat Anggota DPRD vang tidak dapat
dihadiri oleh umum,

Pasal 67

(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup hersifat rahasia dan tidak
holeh diumumkan.

(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Jjuga
harus dipegang teguh oleh mereka vang mengetahui pembicaraan
dalam rapat tersebut.

Pasi]l 68

Rapat Tertutup dapat mengamhil Keputusan, kecuali mengenai
a. APBD, baik penvusunan, perubahan maupun perhitungan ;

b. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi ;
¢, Hutang pihutang dan menanggung pinjaman

d. Perusahaan Daerah ;

a. Pemborongan pekerjaan, jual bheli harang-bharang dan pemhorongan:

penganglkutan tanpa mencadakan panawaran ;
f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnva ;
g. Persetujuan penvyelesalan perkara pardata secara damai ;
h. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan pelantikan Anggcta DPRD baru.

Pasal 69

{1} Setiap Rapat Tertutup dibuat Japoran tertulis tentang
pembicaraan vang dilakukan,

(2) Pada laporan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini
dicantumkan dengan ielas pernvataan mengenal sifat rapat
vaitu " Rahasia ". ’

"3} Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibica-
rakan dalam Rapat Tevtutup, tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keempat
Wak 1 Rapat

Pasal 70 ....... 21
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(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

1)

Pazal 70

Waktu-waktu rapat DPRD

a. Siang, .
- Haril Senin - hari Kamis pukul 09.00 ~ 14.00 BBWI
— Hari Jum'at pukul 08.00 - 11.00 BRWI
- Hari Sabtu pukul 08.30 - 12.30 BBWI

b. Malam, mulai pukul 19.30 - 23.00 BBWI

Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini ditentukan oleh rapat yang hsrsangkutan.

Bagian Kelima
Tatacara Rapat
Pasal 71

Sebelunm menghadiri rapat setiap anggota harus menandatangant
daftar hadir.

Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila korum telah tercapai
yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari
separo jumlah Anggota DPRD.

Rapat Paripurna Khusus d«dlam pemilihan Kepala Daerah dibuka
oleh Pimpinan Rapat apabila korum telah tercapai vaitu daftar
hadir telah ditandatangani oleh lehih dari 2/3 jumlah Anggota
DPRD.

Anggota DPRD vang telah menandatangani daftar hadir arabila
akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan
Rapat,

Pasal 72

Apabila pada waktu yvyang ditetapkan untuk pembukaan rapat
jumlah Anggota DPRD helum mencapal Xorum, Pimpinan Rapat
mengundurkan rapat paling lama 1 {satu) jam.

Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini kerum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat
menunda rapat sampai waktu vang ditentukan.

Dalam hal rapat pemilihan Kepala Daerah, penundaan waktu
rapat ditetapkan selama-lamanva 10 (sepuluh} hari, tanpa
terikat korum. .

Pasal 73

Setelah rapat dibukka, Sekretaris DPRD memheritahukan surat-
surat vyang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam
rapat kecuali surat-surat yang mengenail urusan Rumah Tangga
DPRD.

(2) Setiap ....... 22
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(2) Betiap persoalan dalam K~misi-komisi sebelum dibahas dalam

{1)

(1)

'2)

3}

2)

L)

D)

Rapat Paripurna, dapat Jibahas lebih dahulu dalam Rapat
Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna

DPRD.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembicaraan
Pasal 74
Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat dapat menetapkan
rapat babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan

namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu
hal dimulai

Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat
juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ratua Fraksinva pada
setiap babak psmbicaraan.

Bagi Anggota vyang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat
menggunakan hak bherbicara.

Pasal 75

Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat menetapkan
lamanva waktu harbicara.

Apabila pembicara telah relampaui batas waktu vang ditentu-
kan, Ketua Rapat memperingyatkan prembicara supaya mengakhiri
pembicaraannva.

Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang
dari pokok permasalahan.

Pasal 76
Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk
menvyelesaikan masalah-masalah yang menjadi pokck pembicaraan

dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.

Apahila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat,
imaka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota
Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 77

Anggota berhicara di tempat yvang disediakan qetelah mendapat
ijin dari Ketua Rapat.

Pembicara tidhk dapat diganggu selama berhicara.

Pasal 78

Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.

{(2) Untuk ....... 23
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1}

(2)

- a3 -

Untuk kepentingan pembic.:raan, Ketua Rapat dapat mengadakan

penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud avat
{1) Pasal ini.

Seorang Anggota DPRD vang herhalangan pada waktu mendapat
giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang Anggota lain
dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada Anggota
lain. giliran berhicara hapus.

Pasal 79

Ketua Rapat memperingatkan pemhicara apabila pembicaraanya
menylmpang atau hertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.

Pada saat seorang Anggota DPED vang saedang berbhicara, kepada

Anggeota yang lain dengan seijin Ketua Rapat dapat menyampai-

kan sela {interupsi) untuk

a.- Minta penjelasan tentang duduk permasalahan sebenarnvya
mengenal hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal
vang bherkaitan;

L. Usul menunda pembhicaraan.

Permasalahan mengenai hal-hal vang dibicarakan sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan pardehatan.

Lamanya Kkesempatan herbicara sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pasal 8Q

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan
vang tidak Jlayak dan melakukan perbuatan yang mengganggu
jalannya rapat, Ketua Rapat memherikan peringatan supaya
pembicara tertil kembali.

Ketua Rapat membarikan kesempatan kepada pembicara untuk
menarik kembali perkatan vang tidak lavak sebagimana dimaksud
pada ayvat (1) Pasal ini.

Apakila pembicara menggunakan kesempatan sebagimana = dimaksud
ayat (2) Pasal ini, maka perkataan sebagimana dimaksud avat
(1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 81

Apahila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua
Rapat sebagaimana .dimaksud Pasal 79 avat (1) dan Pasal 80
ayat (1) atau mengulangi hal vang sama, maka Ketua Rapat
melarang meneruskan pembicavaannva.

Apabila larangan sebagimana dimaksud avat (1) Pasal init masih
juga tidak diindahkan oleh vang bersangkutan, maka Ketua
Rapat meminta kepada vang bersangkutan untuk meninggalkan

rapat.

{3) Apabila ...... 24
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. . Perpustak:aan Unik.
(3) Apabila dipandang pertu K tua Rapat dapat melarang pembicara
sebagimana dimaksud avat (1) Pasal ini, untuk menghadirti
rapat yang membicarakan hal yang sama,

Pasal 82

Apahila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Fasal 81 dan Ketua
Rapat berpendapat a2 rapat tidak mungkin diteruskan, maka
Ketua Rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 jam.

Pasal 83

(1) Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan
mengenai hasil pembicaran yang bersangkutan, dan apabila
rapat tidak diperlukan suatu kaputusan , Ketua Rapat menyata-
lkkan bahwa pembicaraan selesai.

(2) Apabila pembicaraan mengenal pokok permasalahan telah selesal
Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
Pazsal 84

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa
dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
dan diketahul oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.

{2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna atau Rapat
Paripurna Istimawa Secara lengkap mamuat }jalannya
pembicaraan, pokok pembicaran termasuk kesimpulan dan
keputusan rapat  J-lam hal rapat mengambil keputusan serta
dilengkapi dengan keterangan mengenai

Jenis dan sifat rapat ;

Hari dan tanggal rapat ;

Tempat rapat ;

Acara rapat ;

Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;

Ketua dan Sekretaris rapat ;

Jumlah dan nama Anggota vyang hadir ;

Undangan yang hadir.

O D OO W

{3) Setelah rapat selesal sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal -
ini, $Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah
Atau Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota
DPRD dan pihak yang bhersangkutan.

(4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan
kesempatan untulk mengadakan koreksi terhadap Rancangan
Ri,salah atau Risalah Sementara dalam waktu empat belas harti
sajak ditarimanya Risalah Sementarva tersabut dan
menyampaikannya Kepada Sekreltaris DPRD.

{5) Apabila ........ 25



(6)

(1)

(2)

Apabila terjadi perbedas.: pendarat tentang isi Risalah
Sementara, keputusan diserahkan kepada Katua Rapat vyang
barsangkutan.

I3
Setelah bhatas waktu sebagaimana dimaksad ayat (4) Pasal ini
herakhir, Sekrataris DPFRD segera menyvusun Risalah Resmi untuk
dibagikan kepada Angygota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 85

Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD;, Komisi, Rapat Gabungan
Komisi dan Rapat Panitia-panitia, dibuat Catatan Rapat vyang
ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.

Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
catatan vyang memuat pokok pembicaraan, KkKesimpulan dan
keputusan serta dilengkapili dengan Kketerangan gabagimana
dimaksud Pasal 84 ayat {(2).

Untuk Rapat Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan
tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada
Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan
Perubahan Acara Rapat

rasal 8a

(1) Acara Rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima

(2)

(3)

(4)

5)

1)

orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpnan DPRD.

Usul perubahan sebhagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini, baik
yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun
vyang menghendaki supava pokok pembicaraan barvu dimasukkan
kadalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan DRPRD.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
diajukan selambat-lambatnva dua hari sebelum acara rapat vang
bersangkutan mulai berlakwu.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
diputuskan oleh Panitia Musyawarah.

Apabila Panitia Musvawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk
membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat
manetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat
Pimpinan Fraksi.
Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 87
Undangan ialah

a. Meraka ...... 26
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a. Mereka yang bukan Anggc a DPRD yang hadir dalam rapat atas

undangan Pimpinan DPRD ;
bh. Anggota DPRD yang hadir dalam Alat Keleangkapan DPRD, vang
hukan Anggota Alat Kelengkapan DFRD yang bersangkutan.

(2} Peninjau ialah mereika vang haditvr dalam Rapat Paripurna DPRD
tanpa undangan Pimpinan DPRD. -

(3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

{4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan
atau ketentuan lain yang diatur cleh DFRD.

(5} Undangan dapat bperbicara dalam rapat atas persetujuan Retua
Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara,

(6) Paninjau ridak mempunyni hak suara dan tidak beleh manvatakan
sesuatuw, bhaik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal BB

Surat undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat
Gabungan Komisl dan Rapat Panitia-panitia ditardatangani oleh
Pimpinan DPRD.

BAR VII
PENGAI.3TLAN KEPUTUSAN
Bagian Fertama
Tata Cara

Fasal 89

(1) Psngambilan Kepulusan dalam Rapat DPRD dan Rapat Pimpinan
DPRD pada dasarnya rdiunsahakan =sejauh  mungkin dengan cara
misyawarah untuk mutakat.,

(2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inil belum
tercapai, maka Pimpinan DPRD bhersama-sama Panitia Musyawarah
dan Ketua-Ketua Fraksi herusaha mendapatkan kata mufakat
dengan pihak vang belum memberikan kata mufakat, dengan
semangat persatuan dan menginsafi kedudukannva saebagail
Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan Kepentingan
rakyat Daerah.

(3) Apahila usaha sebagaimana dimaksud ayvat (2) Pasal ini setelah
diikhtiarkan dengan sungguh-sunoguh tidak juga tercapai,
keputusan ditetapkan herdasarkan persetujuan suara terbhanyak.

{4) Keputusan berdasarkan pevsetujuan suara tarbhanyak sebhagaimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini ialah keputusan yvang ditetapkan
herdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara Yang
dipereoleh 1lebih dari =separo jumlah Anggota DFRD vang hadir
dan didukung oleh sekurang-kurangnva dua Fraksi.

Bagian Kedua ....... 27
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Bagian Kedun
Jenis dan Proses Penetapan Keputusan -
Pasal 90 |

Produk DPRD Dberbentuk : Peraturan Daerah, Keputusan DFRD, dan
Keputusan Pimpinan DPRD.

Fasal 91

(1) Peraturan Daerah dan Keputusan DFRD, ditetapkan melalui Rapat
Paripurna.

(2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DFRD.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Nagian Pertama
Umum
Pasal 9Z

{1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan
Daerah.

(2) Rancangan Peraturan Daer. dapat herasal dari Kepala Daerah
Atau atas usul prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Daerah
Pagal 93

(1) Rancangan Paraturan Daerah yang bearasal davi Rapala Daerah
disampaikan kepada Pimpinan DRPRD dengan Nota Fengantar Kepala
Daerah.

(2) Rancangan Peraturan Daerah vang herasal dari usul prakarsa
DPRD bheserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DFRD.

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)} dan
ayat (2) Pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada
seluruh Anggota DPRD.,

Pasal 94
Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah vang diajukan mengenai
hal vyang sama maka yang dibhicarakan adalah Rancangan Feraturan

Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah
vang diterima kemudian dipergunakan sebAagai pelangkap.

Bagian Ketiga ...... 25
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Rag™ »n Ketiga

Tahap Pembicaraan

PAagal 95

(1) Pembahasan Rancaungan Peraturan Daerah dilaknkan melalui 4
(empat) tahapan remhicaraan, vaitu tahap I, TI, ITI, dan IV
kscuall apabila Paniria Musyawarah menentukan lain.

{2} Sebelum dilakukan pembicaraan tahap IT IITI dan IV dilakukan
Rapat Fraksi.

(3) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan
bahwa pembicaraan tahap TI1 dilakukan dalam Rapat Gabungan
Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pazal 96

Pambicaraan tahap T meliputi

&. Penjelasan Kepala Daerah dalam Ravat Paripurna terhadap
Rancangan Peraturan Naerah vang bherasal dari Kepala Daervah ;

b. Penjelasan dalam rapat Paripurna olsh Pimpinan Komisi/Pimpinan
Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama
DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pasal 97

Pembicaraan tahap II meliputi
a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah vang berasal dari Kepala
Daerah
1. Pandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggceta yang
membawakan suara Fraksinva terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (i) Pasal 93.
2. Jawaban Kerala Daerah dalam Rapat Paripurna tarhadap
pandangan umum para anggota sebagaimana dimaksud pada angka
1 huruf a.

. Dalam hal Rancangan Peraturan Naerah usul prakarsa:

1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap
Rancangan Faraturan Daerah sebagaimana dimaksud Aavat (2)
Pasal 93.

2. Jawaban Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapal Gabungan Komisi ataw
Pimpinan Panitia HKhusus atas wnama DPFRD  dalam Rapat
Paripurna Gterhadap pendapat Repala Daeranh sehAagaimana
dimaksud pada angka 1 hurnf b.

Pasal 98

Pempbicaraan tahap III adalah pemhahasan dalam Rapat® Romisl/Rapat
Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-
sama dengan pejabhat vang ditunjuk Kepala Daerah.

Perpustakaan Unik.
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Pembicaraan tahap IV meliputi

a. Pengamhilan keputusan dalam Rapat Paripurna vang didahului
dengan
1. Laporan hasil pembicaraan tahap 1t7 ;
2. Pendapat akhir TFraksi-fraksi vang disampaikan Anggotanva.

b. Pemharian kasempnals~ kepada Kepala Daerah untuk menyamcaikan
sambutan terhadap pengambhilan Kaentusan tersebut.

BRagian Keempat
Penandatanganan Peraturan Daerah
Fasal 100

Peraturan Daarah vang telah mempetoleh parsatujuan DPRD
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh
Kelua DPRD.

RAR IX
PENETAPAN APRD
Fasal 10t

(1) Setiap tahun menjelang be iakunya Tahun Anggaran baru Kepala
‘Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada
DFPRD.,

(2) Pimpinan DPRD menverahkan Neota Keuangan dan RAncangan
Peraturan Daerah tentang RAPRD bheserta lampirannya sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran untuk
memperaleh pandaratni-sg

{3) Pendapat Panilia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sehAagai badan
nemhahagsan.

{4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
avat. (1) Pasal ini, mengikuti ketantuan Pasal 9% sampai
dengan Pasal 99.

Pa=al 102

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerahn sabagaimana
dimaksud Pasal 101 dilakukan dalam vapat-rapcat DPRD vang diadakan
khusus untuk keperluan itu.

Pasal 103

Ketentnan sebagaimana dimaksud Pasal 101 dan 102 bertaku  juga
hagi pembahasan * Rancangan Feraturan Daerah mengenal Parubahan
APRD dan Perhitungan APRD.

Fasal 1nd4 .. ... 30
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{1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya

tiga bulan setelah penetapan APBN untuk Tahun Anggaran
herjalan.

(2) Peraturan Daerah teuntang Perubahan APBD ditetapkan dalam
Tahun Anggaran vang hersangkutan.

-t

(3} Peraturan NDaaralh tentang Perhitungan APRD untuk Tahun
Anggaran vang bherlaku scbelumnya ditetapkan seiambat-lambat-
nya enam hulan setelah penelavan APRN.

RAR X

KEDUDUKAN, SUSUMAN DAN TUGAS SEKRETARTAT DFRD

PasAal 105

sekretariat DPRD adalah unsur staf vang membantu Fimpinan DPRD
dalam menyelenggarakan lugas dan kewajibhan.

Fasal 193

Kedudukan, Susunan Orvaanisasi dan Tata kerja Sekretariat DPRD
diatur tersendiri.

R A R XI
SURAT MASUHK NAN SURAT KELUAR
Fas=nl 107

Tala cAara pencalalan  surall. masulk dan o surat  Kkeluar serta
prananganan selanjutnya diator oleh Sekvelavis DERD.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal-hal yang halum diatur dalam Tata Tertib ini, diputuskan oleh
Pimpinan DPRD,

Fasal 109 . .... a1
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Pasal 109

(1) Keputusan ini disebut PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

(2) Dengan berlakunva Keputusan ini, maka Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamalang
Nomor : 172.1/03/DPRD/1991 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daesrah Tingkat II
Pemalang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 110

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pitetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Juli 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH
PEMALANG KARUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG
KETUA,
ttd. ttd.
Drs., H. MUNIR Drs. H. LASWADI

TURUNAN sesual dengan aslinya

yaji)menurun,
- Tl A

PEMBINA

NIP. 010041785 EX
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DEWAN PERWAK IL AN RAKYAT DAFRAH
KAaRuUuPAaTEN DAERA 1T ITNGKA] 11 PEMAL AMTI

SURAT KEPUTUSAN DFWAN PERWAKIILAN RAKYAI DAFRANK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOHUR : 03 Tahun 199R
: T

TENTANG

REGROURP1 NG hl..ﬂT KELFENGKAPAN DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERA
KARUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PEMALANG

NENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA FSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DF\ERAH
KABUPATEN PDAERAH TINGKAT 11 PSMAL ANG

Med mbarng T Aa. bahwa untuk sfisieansi perlaksanaan T tugas-togas
Alal kelengkapan Dewan dan penyegaran kemba} i .
AnPgyota Dewan, maka parlu diadakan  penatasan

kembali Komisi-komi<i dan Panitia-panitia ;

b. bahwa bardasarkan Pasal 44 ayat (X)) dan pa=xal
46 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Deawan  Per-
wakilan RakyAl Daerabh Kabupaten Dasrah Tingkat
I1 Pemalamnyg Nomor Q4 Tahuan 1997 tanggal 9 Juli
1997, dipandang perla diadakan penat Aan kembae -
i alatl Kalengkapan Dawan  Parwakilan  Rakyat
Nagrah Kabupatan Damrah Tngkat. 11 Pemalang.

Mnperhalik-ar 0 1, Sural Frahsi [ SCYRVEN Fresmbuovtigunann D
Perwsikilan Rakyal  fuaerah Kabupaten fYaey uly
Tingkal. 17 Pemalang banggal 1 Jurri 1998 Nomar
O10/F.KP/&/159R tent Aang Pertat aan Kmmbwa ]y

(Regrouping) 1

V.o Sur Al Froksti Partail Demokrast Troedorires i [ramesis
Parwakilan  Hakyat  Daaralhy Kabugpatan Novear ahy i
Tingkal. II Femalang tanggal 17 Juni 198 NoOmor
DOZ2/F.PDI/VI/I99R pearihal Ragrouping ;

3. Surat Frak=i Persatiaran Prambianicpman [Jerwme s
Perwakilan Rakyatl Dawmpcah Kabuapalen Dy ah
ringkalt IT  Pemalang tangqgal 17 Juli 1991
Nuommor O /FPP—TI/VIL/199R paribal fReqgrouping /
Penalaan kambali anggota FPP
' 4. Rural. Frak=sit NARRI  Deowan  Perwakilan Rakyasal

Yt s Kaaturmpaatben [Yaeraabhy Tinghat Tt Pema ]l mrewg
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Perpust-alzaan Unik.
ergpinigal 2 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19%0 tentang Pemban-—

tuhan  Davrah-dancah Kabupalen dalam  Lingkungan
Propinsi Jawa lengAabh Junclo Peraburan  Pamerinlbah
Nowor 42 lahun 1950 Lanlang  Panalapan  Mulai
Hat Lakuiiya Unidang—undang Nomor 13 Tahun 1950 ; 1

L Undang-wvadang Nomor 16 Tdhun 1969 tentang Susunan
dan Keduwdukan Majells  Parmusyawaratan  Rakyat,
NDewAant PuawakilAan Rakyal  dan Dewan  Perwakllan
Rakhyatl Daaral (Lembaran Negara Republik Indonasia
lahun 1969 Howor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubil ik Indunesia Nomor 2915) sebagaimana Lalah
diuvbalt depgan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979%
(1 vimbrar ann Negpara Republik Indonesia FTahun 1975
[FIRYTIRT: R Pambrahan o | embaran Negara Republ ik
Virvdoness 14 Nosmog 30R4 ) dan Undang— undang Nomor /2
Tabun 1985 (| embaran Negara Republik  Indonesia
Jaliun JHRS Nomopr 22, Tambahan lLambaran . Negara
Hepubil TR ITndonesia Nomor 3282)

L. vndang-undang  Nomor 9 Tabhun 1974 tanlang Pokok-
fpxikok  Pemarinlahan ol Daarah (lLembaran Nagara
Rapubl ik Indonesia lahun 1974 Nomo 38, Tambahan
| embiar an Negdara Republik indonesia Nomor 3037) 3

4, Paraturan Pemarintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusais Par tanggungjawaban dan Pangawasan
Keuangan Daerabh (Lembaran Negara Rapublik Indo-
fesia Tahun 19?5 Nomar 9)

S. Paraluran Pemarinlah Nomor 36 Tahun 1985 tentkang
Palahsanaan Undang=undang Nomor 16 Tahun 1969
tantanyg Susunan dan Redudukan Majalis Parmusyawa-—
ralan  Rakyal, Dewan Perwakilan Rakvatbt dan Dewan
Purwakilan Rakyat Daworall sebagaimana talah diubah
tdengan  Unddang—undang  Nomore 51 Tahun 1975 dan
tUndang—undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara

Hepubl vk Todones va TAahun 1985 Nomaor 5,
clambrabian [ embAaran Nagara Republik Indonesia Nomor
A307)

&. Paraturan Mentleri Dalam Negerl Nomor 5 Tahun 1996
tantang Kedudukan Keuangan Kebua, Wakil Ketua dan

Anggola Dewan Parwakl 1an Rakyal Daworah g
2. O Kepulu=an Menler) Balam Negerit Nomor 61 Tabun

1949 lentang Podoman Penyusunan lala Tertib Dewan
Porwakilan Hakyat. Naerah g

H. Kepulusdan  Menlarl Dalam Negeri Nomer 133 Tahun
1996 tentang Perubahan Repulusan Menkerli Dalam
Neger i Nomor 61 Tahun 1992

Q. Kepubtusan ..... 3
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Keeefura

Y. AepulusAan Menleari Dalam Neyari Nomor A7 Tanun
| teend gy Parubiahan Kedua Kapubtusan  FPenbari
Dal.am Neger i Nomor &1 Tahun 1992 Lenlang Peadoman
Penyusunan  lala JTartib Dewan Perwakilan Rakyat
tAeraby

10, Keputusan  Gubwrnur Kepala Daarabh Tingkatb I Jawa
langah Nomoar @ 171 /172771997 Lanagal 4 Juli 1997
tenlang Poresmian Keanggotaan Dewan  Perwakilan
Rakhyat DaerAah Kabapaten Daerah Tingkal 11 Pema-
lang  tiluh PAasA Keanggolaan Tahun 1997-2002  dan
Brear e ) 4 Pewmberhanlian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupalen Daarah Tingkat
11 Peaea Lang Ut uk Masa KaAanggotaan Tahan  1992-
L A

11. hepubtusan Gulwirnur KRepala Davrah Tingkat I Jawa
Teangahy Nomar @ 1/0/7208/1997 Langaal 30 Jula 1997

Leenit.ang Perrasmlan  Pimpinan Dewain Perwakillan
Hakhyat NAavrah Kabwopatean Daerah Tingkal IT  Pema-
lang ;

122, Puraluran Dawvrah Kabupalen Daarah Tingkat Il
Pemalang HNHooor 1 Tahoen 1997 lentang Kedodukan
KevAdrngar Kelua, Wakil Relua dan Angygota  Dewan
Perwakllan Hahyal Daerah Kabupaben Daarah Tingkatb
I1 Pemalang.

13, Keputusan Doawan Perwakilan Rakyal Daarah Kabupa-
Lo Davrah T1ngkatl, 11 Pamalang Nomor @ @4 Tahun
1997 Langygal 9 Juli 1997 Lenbkang Paratucan  Tata
Ter Lily Dewan Perwakilan Rabkyal Daerah Kabupaten
asraly Tingkal, 11 PemalaAang.

Preambal ot et gwestubed et Aaan ddal am HAapa bl Pariopurnsa DewAan
Brriwakilan Rahyal Daaraly Kabupataen Danrah Tingkat IT
Peunal ang pida har 1 Bamls tangagAal 20 Agustus 1998,

HEMUTUSES KAN:

Munyusun  kenbalil Alal Kelengkapan  Dewan  Pearwakilan
RahyAl DAt r aly Kabwpalen DAasrah Tingkatk 11 Pamalang
wetvatgpdaimana teclampie dalam Surat Kepulusan 1nl.

Tugas dan Kewajiban Alat Kelengkapan Dewan Parwakllan
Hakhyat Dacrah Kabupalen Daerah Tingkat II Pemalang
atfal all sebagaimana dialur dalan Pasal 38, 39, 41, 42,
a4, 49, 49 dan Pdasal 50 Peraturan Tata Tartib Dewan

Perwakililan ...... 4

N

Perpustakaan Unik.



1 :

Perpustakaan Unik.

Hetwakhillan Rakhyat Daerah Kabupalen Daarah Tingkal  IT(
et badng .,

hepmatusan 1ni mulail by laku tanggal 01 Seplemnber 1998
teenggan ketentuan  apabila dikemudian hari berdapat
hekaliruan akan diadakan panbalulan seperlunya.

Ditelapkan di Pamalang
pada Langgal 20 Aagustus 1998

DFWAN PFRWAKILAN RARYAT DAERAH
NAWUPATEN NAFRAH TINGKAT 11 PEMALANG

K BT WA,

cap. htd.

H. TARMUDJI

RUNAN @ Sutal Kepuabasan ind disampai kan Kepada Yth.

Gl s ey
Pembatd u
Pehalang

Pagaald Kerprala Daerah Tingkat IT1 Pamal Ang

Mirs i

Ay

Kuvgkila Daorah Tingkat. 1T Jawa Tengah di Semarang :
Gulerr e Jawa Tengab untuk Wilayah Pekalongan di

Katmipalerr Davr Al 1ingkat. 17 Pumalang ;

har e Anguyola Dewan PatwAakidan Rakyal. Daerah Kabupaten Daerah

Tingk sl

J1 Pemalaneg g

Pata Pombeaal o Bujeel i Pomal ang se—Kahupe laiy Daerah Tingkat 11

Pramal.ang

Plaie Aepraala Bagian/Dinas/instansi —we-Kabupalwun Daacah Tingkal
11 Poemal.amyg

Parta Camat sa-Kabupalen Daecab Tingkat. 17 Pamalang

Himgvatyan

Suratl XKapubusan pada Kanlor Sekrelarial DPRD  Kabupa-—

fen Daeialy Tingkat 11 Pomalang.

e e e e e e e e e e Em A R P e T e Rk e e B e A e A P e e e R e e e E e B At e e e M S ok et e i e ol o

Sasual dangan aslinya
YAME] manuran,

RAHARSO, BA
HIP., sD0053922



Letngriran

SUSUNAN ALAT KEILENGRAPAN DPRD KABUPATEN

TURUNAN

Kabupalen Daarah Tingkat 11 Pemalang

Nonor

Tangaal

03 Tabian 1998

DARRAH TiNGKAT 1T PEMATLANRG

[ ol e enelfsini i et — P/

SUSURAN KEARRRYTARN PANTTIA HUSYAWARAH

20 Agustus 1998

: Reptusan Dewan Perwakilan Rakval Daerah

e e T e - o =

B T i A M A 1 JABATAR i FRAKRSI f KETERANGAN
| T *..._-...;h....__._-___.__..,___.}____.__....___+___.. -3
P 2 : 3 : 4 : 4
i N ,*-_-.__.________.__-+____.__...__.__.+___________._._.__...___.,,__
.o TARMUDJI v KETUA i FKP ¢ UNSUR PIMPINAN DEWAN |
U TuN AL HARM ) 1OMARTL KETUA ) FABRI 1 UNSUR PIMPINHAN DEWAN |
K H. FRINHUKLD, RS Vo WARIL KETUA ! Fpp POUNSUR PIMPINAN DEWAN |
4 ! FORTIRRG BESTO W, R 8 WAKLY, KETUA : FKP 1 UNSUR PIMPINAN DEWAN |
5 ! 1t . ALEDT SULTSTYGHO I SERRETAKES g FKP I UNSUR KOMTIST D
P HURAMAD ThEAR S1EG b A HNGGOYT AL FpP ! UNSUR KOMISI C
T AYMUNL HANSYUR I AHGGOTA | FFP i UNSUR KOMIST B
a. ) SUKAR I vy ARGGOQOT A, FKP I UNSUR KOMIST A
ST HIRhsOM HARYHUKT T ANGGQTA] FKP ¢ UNSUR KOMISI B
.o NY.LIES i FSTART R I ANGGOTHA | FKP ! UNSUR KOMISI C
.o RMBONG WASPCDO i ANGGOTA | FPDI I UNSUR ROMIST A
2o SOLICKIN it ANGGOTA ! FABRI | UNSUR KOMISI E
K- SAKRT PPJAN i ANGGOTA ! FABRI i UNSUR ROMIST A
SUSUNAN KEANGGOTAAR PANITIA ANGGARAN
ERT H A M A ; JABATAHN 7 FRARSI | KETERANGA
R R L B i
1 2 : 3 g 4 \ 5
e e B T
1. ) TAKMUDJOI] v KETUA t FKP ¢ UNSUR PIMPINAN DEWAN
2.1 TUNGGAL HEKMGOHD 1 WAKTL KETUA : FABRI | UNSUR PIMPINAN DEWAN
3. 1 H. FATCHUKI, BA i WAKIL KETUA . FPP i UNSUR PIMPINAN DEWAN
4. L ROETINS DESTO W., Bse ) WAKIL RETUA : FRP ! UNSUR PIMPINAN DEWAN
S, 1 LEVHAN THAR IWTARJULI i SEKRETARI= H FKP I UNSUR ROMISI C
6. ) NRURCHOLIDIN RAD] PANGGOTA | FPP i UNSUR KOMISI B
7000 sabIKIN BB VANGGOTA | FPP I UNSUR KOMISI ¢
5. 1 H. MUWHLES YASIN, Ra FANGGOTA | FKP I UNSUR KOMISI D
. 1 H.A KADARUSMAN TANGGOTA | FKP ! UNSUR ROMIST A
19, 1 H M. sSWHARYO FTANGGOTA FKP ! UNSUR KOMISI E
1. ! NUMRORY WASPOXG lFANGGOTA | FPDI i UNSUR RKOMISI A
1. ! SU¥FRAFPTO 'ANGGOTA | FABRI | UNSUR KOMIST E
13. ! H.M. ISHAK, RA ! ANGGOTA ! FABRI ! UNSUR KOMISI

e i i R e i e

Perpustakaan Unik.
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FRAKST ! KETERANGAR
4 ' 5
FKP ! UNSUR PIMPINAN DEWAN
FABRI | UNSUR PIMPINAN DEW2ZN
FPP ! UNSUR PIMPINAN DEWAN
FKP | UNSUR PIMPINAN DEWAN
FARRT | UNSUR KOMISI B
FrP ! UNSUR KOMISI B
FPP P UNSUR KOMISI E
FKP ] UNSUR KOMISI D
FKP I UNSUR KOMISI ¢
FKF ! UNSUR KOMTSI R
FRP U UNSUR RKOMIST A
FPNT ! UNSUR KOMIST A
FABRT | UNSUR KOMISE D
FRAKST i
[}
FABRI ]
FKP !
FKP !
FABRI ;
FKP ;
FRP :
FRP :
Fi’P :
FEDI '
\
FRAKST '
______________ Il
FFPP !
FABRI !
FKP b
FKP '
FRP :
FKP :
FPP H
/

1
1
1
1
1
1
1
r
1
1
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i
1
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SUSUNAN KEANGEKITAAN KiMl st O

e m m e mmmm mm m e et - i \
N A H A ! JABATAN ! FRARSI H
e — e e e L, ———————— + _________________ + ______________ ;
[EaHAH [MAN IJAJULS T KETURA | FKP H
Sl KN Kizd ' WAKIL KETUA ¢ FPP !
S A B I \ SEKKKTARIS ! FKP :
NY. LIFS LESTAKT RAHADT ' AN G GO T A ) FRP H
[+ A 8 H - | VANGGOTA | FKP ;
H.M. ISHAEK, KA ' ANGGOTA ! FABRI !
HIHAMAD FRFAN SR '"ANGGOTA ) FPP ]
_P___-____-________#___________,__________,______________/
SUSURAN KEANGGAITAAN RKUMIST D
_____________________________________________________________ \
H A H A ; JABRATAN ! FRAKSI !
R e st SR BE L P et
HikHids YASIN, Ka 'R ETUA | FRP ]
L1 =, MnbDIN V WAKILL KETUA LOFARI .
MRH, HIlE Hs 1 SERKETARIS | FKP i
Ir. A, EPT SULLSTYORO VANGGOT A i FRP .
HUCHTAHK ' ANGGOTA ! FRP :
RAGLUN HIH DAHLAN { ANGGOTA | FPP i
SAKDJDOND ¢t ARGGOTA | FABKIL !
em e ML L B Ll . e _._/
SUSUNAN REANGGOTAAN KGMIST E
__-_"-__h___-______________________,________-____________*__\
N A H A : JABRATAN ! FRAKST 1
R e o L T
H.H. SUNAKYD P RETUA ! FKP ‘
FAFRUK] ASFURE 1 WAKIL KETUA | FpP .
s RASHAND ADE SUSTLO P SEKRETAKES ! FKP .
M. Ta1 D PANGGOTA ! FRP ;
Ny. H)] AHIKAH Hi. 'ANGGOTA - | FRP ;
PRATIRRYD PANGGOTA i FRP &
NOLTCHIN 'TANGGOTA ! FABRI '
SUPRAPTO 'ANGGOTA ! FARRI i
Ry. 5171 HASY I PANUOGOTA i FPp :
L S . F______-_________________F____ﬂ____/

DEWAN PEKWAK1LAN RAKYAT DAERAH
RARUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG

KET

Gl

Uha,

ttdd.

H. TARKHUII]

Sestied dengan aslinva
Yang mnuinn

RAHARSD, BA
NIP. 500053922

Perpustakaan Unik.
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JL. MENTERI SUPENO NO.: 2 SEMARANG TELEPGH 414205

Perpustakaan Unik.

. o . Semarang, <25 Agst 1998
070/ 6—0@6 /viiz/ 98¢ KEPADA YTH @
' : ' KETUA BAPPEDA PROPINSI
_ DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Ijin Penelitian. JL. PEMUDA NOMOR 4 32
‘ DI -

SEMARANG,

Membaca surat Dekan FH Unilka Soeg:.japra.na.ta. Samarang Ho. B 2.02/3411 /

UKS+05/7/98 tgl 5 el 1998 tentang maksud Sdr. MUGISEPSIANINGRUM akan mengadnkan
penelitian berjudnl : TINJAUAN ATAS FUNGSI DPRD KABUPATEN PEMERTNTAH DAERAH TINGKAT
II DATAM PELAIGANAAN OTONGMI DAERAH, untuk elcripsis

Lokasi " 3 Kab, Pemalang
¥aktu t+ 1 Sepd -~ 1 Nop 1998
- Pene Jawmb ¢ ENDANG WAHYATI Y, SHeMH

Dengan ini Xanpi menyatalkan tidak keberatan untuk di -
berikan Ijin Riget/Survey/Penelitian ksbada pihak yang ber-
kepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan peruniangan
yang berlaku. y

Setelah yang befsangkutan menyelesaikan Tegig/Skripsi/
Karya Tulig/laporan penelitiannya deleam butas waktu selam -
bat~lambatnya 1 ( satu ) bulan, segera menyerahkan hagilnya
kopadsa DIREKTORAT SOSIAL POLITIE PROPINSI JAWA TENGAH dan
BAPPEDA PROPINSI DAEBAH TINGKAT T JAWA TENGAH,

-Delam peleksanaan tergebut dlwaalbkan 1keut membantu
keamanan dan ketertiben umum magyeraket den mentaati  tata

texrtld serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di-
daerah getempat.

: '~ XEPALA DIREKTORAT .S0SIAL POLITIK
) PRSP SI-JAWA TENGAE -
. A ) \
Wy i
mqﬁn.oqnx ;
SOSIAL FOLITIY "l/

7}
S/ PRAYIINO. . .
P




BADAN PEREHCAMAAM PEMBANGUHAN UAEHAR
( BAPPEDA TINGIKAY V)

Ji Pomuda 127 - 133 Tolp, 515591 - 510582 Faa. 46602 Lomaidsy SUTI2

e B e ol N i S e = A b L me R Mam AR R ek e op sk # wem et mf s S B mld A s m ar mB ot ok e— WA peorone Y EEL = A Fat = A m -
eI TR TR LT =0z EA-haeir it B T

Somarian], o NI RO

Raepada Yih
PR/ 418 S P/ VITT/ 1908
TTTRNTE o N I S W SPAF O o N S Y
s 2 1 {salu) kinbar.
s Pembaitidiin weatang g il
Pulalsanusn Research/
Survey,

Menarik Sural Rekomendisi Research 7 Saevey BAPUFDA Tiaghan | Jasvs Vengalbs, RTIE

gal PR 1t 1 L R 3 A 1 1111 7) RT¥ ]t“-'/ixh"l] 1AM diengan

hor . na! Lm.n memnberilalukion dalam Wilayah Saadma abian dilaloaonakan Haseanh [/ Suavcy

aias pamna

= Mugsd Scepgilanin run =

Dengan maksud tujuan sebagairmang tersebut dalam sural Nekoraendasi Rescearch [/ Sy

DAPPEDA Vi b Jabeug { tetlamgir ).

Besar harapan kari, agar Sawdaa wengianbil Langkeh angha b pastapan sepetlunga,

sesudl dengan ketenluan yairg beilaku

AM. GUBERNUR KEPALA DAFRARE ONGHAT 1 JAWA I1EHGAN
WETUA HMDAI« QX{]PENLAN;\AH VEMBANGUNAN DAXLLAST
\\‘-, "'_""'-\‘rr'll I\.\l sidl nlr:\n_]
ToSie T

17

- _{(;sn, , Gl
S QLI A e

Beigr bt geetd

WISAN Kepada Yih, -

ermbandu Oubenor Unlol

Jifugah Yebholengan

Perpustakaan Unik.
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- T

. PEMERINTAH- PROPINS!I DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA TINGKAT 1) . .

‘" ‘ JI. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

et e, e e
———— e ————

—— —

.-SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
JNor'nc)r : RA47118 / P/ VIITI / 1998

L DASAR : Surat Gubemur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :

, Bappemda/345/UllI/72 : : . )
. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemierinlah Propinsi Dacrah Tingkat | Jawa Tengah
gl ....g5.AG0EES 1998 1o, 070 6069 £ YIIT [ 98
2 Suratdan Delean. FIL Unita. Soc :‘;)fma._m.nta Sex e ) e —
gl ... ey 1000 . v, . nomor ;. Ra2a02/3 111/11&5.05/?}98

lll. Yang bertanda - langan di bawali ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah “.:
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT 1), bertindak atas nama -z
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas .7
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daeraly Tingkat | Jawa Tengah yang
‘dilaksanakan oleh i

1. Nama ‘ . Mued S::ps:'r.aningi'um _ "‘7
2. Pekerjaan :  Mahagiswa Unila Socgijapranata Senarang
3. Alamat 1 Jle Avya Mukti Selastan II llo. 729 Semarang "
4. Penanggungjlawab : Endang Wehyati Y, SHILH ;
: “l:_‘;'

5. Maksud tujuan * Untuk menyusun skripsi dongan judul
research/survey ol
Tinjauan Atas I‘ungr:i DPRD Kalburaten Pomarintah ,

6. Lokasi Pemda Tingkat IT Pcm:xlv.ng t-‘ &

TRy

dengan kelentuan-ketentuan sebaqai berikut

a. Pelaksanaan research / survev tidak disalahgunakan antuk tujuan tertentu vang dapat
mengganggu kestahilan Pemerintah, ,

b. Sebelum mslakeanakan research / survey langsung kepada responden. harus terlebih da-

890 SYe eeS 1 JIn
. eveumg
EIOVY ‘I0QQY *H *Say

L)

. RUVIVESS T I - WRLTRIIIR
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